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ABSTRAK

Fenomena ASN yang terjadi saat ini sering bermunculan adalah
perencanaan kebutuhan ASN seringkali dinilai tidak berjalan sesuai koridor.
Sehingga salah satu dampak yang dirasakan adalah perekrutan tenaga honorer
sebagai sebuah ‘jalan pintas” untuk mengisi kebutuhan semata tanpa
memperhatikan perencanaan dan dampak keberlanjutan. Polemik tersebut
melatarbelakangi munculnya sejumlah desakan yang membawa payung hukum
ASN dibawa untuk dilakukan penyesuaian atas sejumlah perombakan sehingga
mampu  menyesuaikan . kebutuhan ASN ataupun negara. - Penelitian ini
menggunakan metode desktiptif kualitatif untuk mendalami proses penyusunan
RUU ASN. Adapun hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya RUU ASN yang
telah melalui serangkaian proses, saat ini telah resmi dijadikan payung hukum dan
menggantikan regulasi sebelumnya. Secara subtansi, jika dibandingkan antara UU
no.5 tahun 2014 yang membahas sejumlah aturan tentang ASN dengan UU No.20
tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, banyak ditemukan perubahan pasal
yang menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak- terdampak.
Meskipun tidak seluruh aspirasi dituangkan dalam regulasi baru, namun sebagian

besar telah direalisasikan menjadi payung hukum bagi tenaga honorer.

Kata Kunci: ASN, RUU, Honorer
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ABSTRACT

The current ASN phenomenon that often appears is that planning for ASN
needs is often seen as not running according to the corridor. So one of the impacts
that is felt is the recruitment of honorary staff as a "shortcut” to fill needs alone
without paying attention to planning and sustainability impacts. This polemic was
the background to the emergence of a number of calls for the legal umbrella for
ASN to be brought in to make adjustments to a number of changes so that they can
adapt to the needs of ASN or the state. This research uses a qualitative descriptive
method to explore the process of drafting the ASN Bill. The results of the research
show that the ASN Bill, which has gone through a series of processes, has now
officially become a legal umbrella and replaced the previous regulations. In
substance, if we compare Law No. 5 of 2014 which discusses a number of
regulations regarding ASN with Law No. 20 of 2023 concerning State Civil
Apparatus, we find many changes to articles that address the problems faced by the
affected parties. Although not all aspirations are stated in the new regulations, most

of them have been realized as a legal umbrella for honorary workers.

Keywords: ASN, Bill, Honorary
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